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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Analisa penganggaran Dana Desa (ADD) di Desa Muer Kecamatan 

Plampang Kabupaten Sumbawa pada tahun 2020 memungkinkan kita untuk 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

 Rencana anggaran dana desa untuk pembangunan dan pengoperasian 

sarana dan prasarana masyarakat di Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten 

Sumbawa. Dalam proses pengelolaan anggaran dana desa, terjadi tahap 

perencanaan dan pelaksanaan. Berdasarkan hasil survei, tahap perencanaan proses 

Muslembang yang dilaksanakan oleh pemerintah desa masih sangat rendah karena 

kurangnya transparansi informasi yang disampaikan aparat desa kepada 

masyarakat Desa Muer. Pada tahap implementasi, berdasarkan temuan kajian, 

penggunaan anggaran dana desa telah teratasi dengan benar dan bila optimal 

kurang efektif, tujuan pengelolaan anggaran dana yang efektif telah tercapai. 

5.2Saran 

Berdasarkan pembahasan kesimpulan, saran yang dibuat dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Sebagai pemerintah Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten  Sumbawa, 

untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengelolaan 

anggaran keuangan desa dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan 

Muslembang, diperlukan transparansi informasi yang disampaikan oleh desa. 

Aparat Desa Muer menjadi komunitas.  
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2. Pada tahap pelaksanaan anggaran dana desa, instansi pemerintah Desa Muer 

harus transparan tentang penggunaan anggaran dana desa sehingga seluruh 

desa mengetahui distribusi anggaran dana desa yang diharapkan.  

3. Pemerintah desa Muer perlu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di tim 

pengelola anggaran kas masing-masing desa. Perlunya transparansi informasi 

yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan 

partisipasinya dalam memenuhi target anggaran Dana Desa. 
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